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The corruption cases in Indonesia constitute complexproblem because theyrelate to
economical affairs, socio-cultural, that ofpolitic. Actually many ways have been con
ducted by govemment to solve the corruption but those do not run effectively. In this
sense, the problem ishow tosolve the corruption problems In term ofreligion doctrine.
To solve thecorruption problems, ofcourse, itneeds reforming understanding ofreli
gion., Searching new paradigm ofreligion basedon the ethic ofreligion ( not only
normativeAheologicalapproach), andtransform itin realhuman life, in particularregard
ing corruption cases. The religious leaders canplayan important role tosupportgovem
ment tosolve corruption problemsbased on controlteachingofreligion.

Kata kunci: teologi, korupsi, hukum,
dan moral.

Akselerasi antara pemahaman agama
dan budaya menjadi keniscayaan dalam

memenangkan prinslp tawazun (keselm-
bangan). Pemahaman agama yang terlalu
maiiina! akan menutuppeluangdinamika dan
nilai-nilal keuniversalanajaran agama (Islam)
sehingga, sering terdengar ungkapan,
bahwa Islam sangat tertlnggal dalam
menghampiri arus kepesatan perkem-
bangan tuntutan zaman.

Persoalan yang perlu dipertanyakan
adalah dalam hal apa agama dikatakan
tertlnggal? Apakah dalam hal substansi
ajarannya, pemahamannya, atau perilaku
orang yang beragama. Pertanyaan-
pertanyaan Inl penting dimunculkan agar
tidakterjadi pembenaran atau penyalahan
sepihak. Darisudut substansi ajaran agama
secara normatif semua penganutnya
mengakui bahwa muatan isl ajaran agama
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bersifat ultimatesuperioryang berarti bahwa
nilal-nilal ajaran agama selalu memayungl
dan dl atas pedoman yang ada. Dari segi
pemahaman sesuai dengan sifat, karakter
dan kemampuan seseorang akan terbuka
kran yang beragam dan tidak menutup
kemungkinan sarat dengan berbagai
kepentingan dan latarbelakang orang yang
memahaminya. Persoalan yang agak
krusialapabila agama dihubungkan dengan
perilaku orang yang beragama . Karena
berbicara perilaku orang yang beragama
berkaitan erat dengan pertanyaan siapa
pelaku itu, orang biasakah, pejabatkah,
uiamakah dan sejumlah pertanyaan lain
sesuai latar belakang dan kepentingannya.
Sejumlah pertanyaan tersebut menjadi
sangat penting berkaitan erat dengan
masalah besar yang sedang melanda
bangsa Indonesia, yaitu maraknya korupsi.
Dikatakan masalah besar karena korupsi
menyangkut berbagai persoalan baik moral,
politik, ekonomi, sosial dan budaya.
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Berbagai prediksi berkaitan dengan
maraknya korupsi dl Indonesia di antaranya
rapuhnya kelmanan sehlngga melemahkan
moralltas seseorang, iemahnya perangkat
hukum, agama sebagai lips service yang
ini apabila sudah terakumulasi dalam
periiaku seseorang akan sullt untuk
ditanggulangi. Berkaitan dengan Ini penting
untuk dikritisi sehingga dapat diketahui dan
dicarijawabannya.

Moralitas Bangsa dan Maraknya
Korupsi di Indonesia

Maraknya korupsi yang melanda
bangsa Indonesia adalah masalah yang
sangat kompleks, karena korupsi dl Indo
nesia menyangkut berbagai aspek seperti
aspek ekonomi, politik, sosial maupun
aspek moral. Ironisnya lagi pelaku korupsi
justru orang orang yang seharusnya Ikut
memberantas terjadinya korupsi seperti,
Bupati, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat
bahkan Lembagayang diharapkan menjadi
partner dalam pemberantasan korupsi
seperti KPUterjerat masalah korupsi. Dalam
kaitan ini tidak heran kalau Indonesia

menempati urutan keempat bersama-sama
dengan Kenya sebagai negara yang
menyandang gelar juara korupsi (Republika,
11 Agustus 2003). Dan tidak heran dari
prestasi Internasional Indonesia dalam
mengembangbiakan praktik korupsi yang
tergolong iuar biasa tersebut peluang
Jakarta untuk terpilih sebagai kota juara
korupsi terbuka sangat lebar.

Uniknya berbicara tentang korupsi
seringkali masyarakat menanggapinya
dengan datar datar saja, bahkan ada yang
menganggap biasa. Lain halnya kalau
berbicara tentang pencopet atau pencurl
ayam yang tertangkap basah maka akan
beramai ramai menghujat atau bahkan
dihajar habis habisan sampai meninggal
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dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena
sebagian besar dari masyarakat kita tidak
menyadari dan tidak didldik bahwa
sebenarnya uang yang dicuri atau diambil
oleh para koruptor adalah miliknya juga dan
ada haknya di dalam yang hilang akibat
perbuatan korupsi dari pelaku tersebut.
Ketikaseseorang dari lingkungankitayang
mencoba memberikan pengertian akan
bahaya korupsi seringkali malah diterta-
wakan dan kadang dianggap aneh, bahkan
ada yang menganggap soksuci.

Usaha pemberantasan korupsi yang
dilakukan pemerintah belum mempan untuk
membuat jera para pelaku atau orang yang
akan melakukan korupsi, bahkan sudah
dibentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi
namun belum secara optimal mampu
menyelesaikannya. Kemenangan Susilo
Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-
Kalla) secara meyakinkan pada pemilihan
presiden tahun 2004 yang lalu sebetulnya
mencerminkan harapan baru bagi
masyarakat Indonesia karena, mayoritas
rakyat Indonesia sangat berharap
pemerintahan SBY-Kalla dapat membawa
perubahan kondisi bangsa Indonesia ke
arah yang iebih baik.Bersama kabinet Indo
nesia bersatu SBY hampir selalu
menyatakan akan memberantas korupsi,
kolusi dan nepotisme. Bahkan beliau akan
memimpin langsung pembe-rantasan
korupsi, dan salah satu pernya-taannya
adalah penggunaan uang sebanyak lima
rupiahpun hams dipertanggung jawabkanjika
itu uang negara atau uang rakyat. Memang
secara umum pemerintah sudah berusaha
dan sudah melakukan langkah langkah
strategis untuk membe-rantas korupsi,
sehingga Menlu AS bidang Asia Pasifik
Marie Muhtala menyambut balk langkah
presiden Yudhoyono tersebut (Israr Iskandar,
Republika, 29 Januari 2005).
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Persoalan yang mendasar yang perlu
dicermati, adalah, bahwa pemberantasan
korupsi lidak hanya berslfat kuratif
(penyembuhan) tetapi yang tidak kalah
pantingadaiah pemberantasan yang bersifat
preventif (pencegahan). Artinya, tidak
sekedar mengadili dan menghukum tindak
korupsi tetapi j'uga upaya agar orang tidak
melakukanhya. Dalam dunia etika hukum
ada dua istilah yang dalam praktiknya
kadangkaia tidak dapat berjalan sejajaryaitu
istilah kesadaran hukum masyarakat dan
kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan
hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan
seseorang atau subyek hukum terhadap
hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk
perilaku yang nyata , sedang kesadaran
hukum masyarakat masih bersifat abstrak
beium merupakan bentuk perilaku yang
nyata yang mengakomodir kehendak
hukum itusendiri. Banyak di antara anggota
masyarakat sebenarnya sadar akan
perlunya penghormatan terhadap hukum
baik secara instlnktif maupun secara
rasional (Kedaulatan Rakyat; 31 Mel2003).

Kesadaran hukum dan kepatuhan
hukum adalah dua persoalan yang dalam
praktiknya selalu berh^dapan dengan
masalah moral, dan masalah moral selalu
melekat pada pelaku atau subyeknya.
Budaya masyarakat masih'membedakan
pelaku moral sehingga seolah olah ada
strata moral dalam kehidupan msyarakat.
Misalnya, sesama orang melakukan korups:
tetapi kalau yang melakukan korupsi adalah
orang yang beragama Islam respon
masyarakat akan meniiai beda dengan or
ang yang melakukan korupsi orang yang
beragama selain Islam, sehingga tatkala
mantan Menteri Agama Said Agil Al
Munawwarterkenakasus korupsi kecaman
masyarakat lebih dahsyat dibandingkan
dengan yang lain. Padahal rumusan istilah
korupsi tidak membeda bedakan antara satu
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pemeiuk/lembaga agama islam dengan
pemeluk/iembaga agama yang lain,haj ini
seperti disebutkan dalam Undang-Unaang
No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
tindak Pldana Korupsi antara laindisebutkan
dalam pa'sal 2, bahwa tindak pldana korupsi
adalah setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan
negaraatau perekonomiannegara, dipidana
penjara paling singkat4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puiuh) tahun dan denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratUE
juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh pasal tersebut, member!
Isyarat, bahwa kata-kata "setiap orang"
mengandung arti tidak membeda bedakan
si pelaku baik agama, pangkat, kedudukan,
status sosial dan lain- lain. Tetapi dalam
kehidupan masyarakat persoalan-persoalan
tersebut menjadi sangat kental hubungannya
dengan perilakuseseorang terutama ha! ha!
yang bersiat negatif seperti kejahatan
korupsi. Oleh karena itu logikanya secara
moral kewaspadaan orang-orang yang
memiliki posisi/kedudukan penting atau
bahkan terhormat harus melibihi orang-or-
ang biasa yang tidak memiliki posisi/
kedudukan penting, dan inilah realitas
masyarakat yang dalam budaya bangsa In
donesia menjunjung tinggi prinsip prinsip
moral. Dalam kaitan ini Achmad Gharris

Zubair dalam kuliah etikanya menegaskan,
bahwa kesadaran moral merupakan faktoi
penting untuk memungkinkan tindakar.
manusia selalu bermoral, berperilaku susila;
lag! pula tindakannya akan sesuai dengan
norma yang berlaku. Kesadaran moral
didasarkan atas nilal-nilaiyang benar-benar
esensial, fundamental. Perilaku manusia
yang berdasarkan atas kesadaran moral,
perilakunya akan selalu direalisasikan

383



sebaga5m§aayang:aah^Ri^a?.kapah^a saj^ardfyarefefuddyai^ita Kn^asmab^ay-sJaya
dan diai]aba-Baia.sS^£fiiptinlt^daktada;(sda omengkulUlsKarek^Ttan^'ardan d^yiukciwkan
ang cytapg/^

an

apapuna^n jugajDuKahLkarenaipaksaahpaaide y '̂dibawanya.i7ieniadi1idakfo!fa^^ lagf.t tagi.
tetaplab^dasafi^'kekuasaanSfkesadarartarcOlehCkareharitti? dalarhi^a'jara'batgrarrplam
morafioitjij! siendiEin<(Achmadnt3harrisarrmengajarkan\dbahWaii'tlih'atfahaapa yangyang
Zubalf;i1'990:5.t)0:51), dikatakanc'danijangamrielihat^b'rahgyangyang

Pada^,tiakikatriya^Pancasila5yang/ar.mengatakariVdan, iriilah'tsebetulhyajyangyano
merupakap falsafahhldiiip bangsaJndonasiaicsll '̂̂ 'JS^^Itananikanrdan^ dilastankanrdalaniaiarn
sangatjs^atsdenganrpesan';pesan?moralpor<r?®^P®sisikah3bang'sar'lndoriesia^sebaga02gai
bahkanpesan-pesan moral yangterkandungdLrb^ng'saiyangimaniuniungi.tinggi'niiai-nilai-'̂ 'lai
dalam'fa!safateRancasilasangatm.ultldim8n-."nr,'TiO''alnoral.
slonaliiKetuflanan&Yang'MahatEsasebagahagai
sila pailama:mengandungdpesansmoralnor!n®Pfi^hnya:PerangkatiHukuhi'i'jm
keagaEn^r.danjnilahi,yang:harusimenjadinf9di Persdalanwkorupsnttdaktilepas^dari dan
patokan-dasarjkhususnyabagi orang)yangyarp-ersgalan>hukum;ldan.peTSoa1a-n>hukum)kum
beragam^lslamlkareriaTT!ayoritas:penduduk'udttj^gj^j[Qpgg,p^j.j.p^gj^gj^Qj,l^ljj^p^,ipj^gl^,jpg|,.
lndon©siai(memeluki(agamajclslampiSIIa Sijjjbaipiyangyterlib'atlsebagai :parapgkatigkat
Kemanusiaaniyang/Adii da'ri Bei^aclab3d:|{|j|̂ y'gjj}jnfjg|̂ nyahg/akanamenentukahJkan
memb^lkaor.pesapsrnoralnyan'gybersifat'-si'f^rwQjyjjgyacisupremasirhukumiNSebafa^cara
humanispartiBya,ibagaimana memposlsikansi.'C^pQragjQngj peraijgkatibukunvltu imeliputi liputi
kitasebagalbOTgsalndoneslaiyarig!:nemlllWmi!^,i |̂.o|a,^ haklm3klm.
rasa keMlilan(pbradabaricyarigvbnggljiSi[a. S'|g0g|̂ y^^jgp|jj[^(ffpgjPQjp^gl^g^g^jjpj.g^gj0,riRi
Persalaai^ndoriesia raeraberi p'esan morah.. fiukumkeem'pat pararigkattibkum-itu!harus'»arus
agar ;kBhidupariLor3ng>ilain] juga )T^®njadin'L^gpj3|g|̂ .g^3,.g:gjj;jgj.gjig^jpyg jgp^j.g,ggjy
kehldupaoLdlrinklta.' Sila, Keyakyatanyyangyarp''Q,.gpgl^l,^jjj^jjj^i ^gfigani perapgkal qku i
Diplmpjpioiehihiikmah'K-ebijateahaandalamlslabukumjIainnyartTarusi melakukahiprlnsipmsip
PermlJsyawaratan'J?8rwakilan!'membennbt«gg|jr^g5ljsgp'gj.gfpQgj^.jfQig0pQ^jjrsgjjng3|j,-5g
pesan moralbahwa keberad^antara rakyataky^gngggglpnn^jpijjfjpgjp-l^yj^y^^gp-gjjj^Q.^jij^a-
dan pemerintah harus memiliki kep^entingan '̂ S'elikanyiaf^sallng m'eluruskan apabilasalahsalah
yang\tlm^alrballk.dan;bukanMkepentipganngpg"g^u5g-jjg yang/tidakibeharedan lain lain
sepih^Slla.Ke^iianiSbsi^Jbagr SelUruh 'urig^5agajgyg,jjgp^jj{4a^,f^gP,g,,gpl^fj piinsipinsip
Rakyatalpdonesi^Dnemb0riTpesanaTioralnortf^g|jgg^[^gjgp^-jpgj.^gpj;{jgP5,yg,^gypggg{jj,ggljf

selurutelapisaniriiasyarakptagaritidakterjadiarj^lndlrHnsalingarieiiangpsendiriMdan laini lain
kesenjaogMsgsiabosial sebaginyajjDa'®'Tj'l<enyataannyarprinsipinsip

dalam Panii:asjla:ter&ebLitsayangr)yapasG^as(yangyn.egatlb^eb'ertHpriP'sjp1pepgacacaicara
orde baiiu ^aungnyasuc^bmbratmen'urumuriyang^peiali^berkiblatike'padaiperobenarHniaran
atau'-babkanhaadahul:^uiiairfI^'eIi1geadp&ndor.

384 384 UNISINNOi38Wmn/m20&'S2005



Agama dan Teologi Perlawanan Terhadap Konipsi; Amir Mu' allim

kliennya meskipun secara perbuatan dan
panilaian masyarakat berdasrakan fakta-
fakta, bahwa kliennya bersaiah, tetapi
dengan berbagai daiih dan alasan seolah
olah kliennya tidak bersaiah. Memang dalam
kode etik profesi pengacaramenyebutkan,
bahwa pada dasarnya tugas pokok
penasehathukum (advokat danpengacara
praktik) adalah memberikan legal opinion
serta nasihat hukum dalam rangka
menjauhkan klien dari konflik, sedangkan
dl lembaga peradilan (beracara di
pengadilan) penasihat hukum menga-jukan
atau membela kepentlngan kllennya.Dalam
beracaradidepan pengadilan tugas pokok
penasihat hukum adalah mengajukan fakta
dan pertimbangan yang ada sakutpautnya
dengan klien yang dibeianya dalam perkara
tersebut, sehingga dengan itu
memungklnkan bagi hakim untuk
memberikan putusan yang seadil-adilnya
(Kansil dan Kristine, 2003:58). Pembelaan
terhadap kepentlngan klien yang menjadi
dasar tugas pengacara kadangkala
menjadikan hukum sebagalajang rekayasa,
hal ini terbukti tentang kasus penyuapan
pengacara Abdullah Puteh yang secara
kebetulan ketahuan membuktikan tentang
hal tersebut. Idealnya seorang pengacara
yang mengedepankan supremasi hukum,
apablla terbukti setelah diadakan proses
pengujian hukum kliennya ternyata saiah
harus menyatakan kliennya salah sehingga
prinsip pembuktian terbalik dalam dunia
hukumseaialu dapat terjadi dan ini sesuai
dengan sifat manusia yang tidak seiamanya
benar.

Polisi sebagai komponen penting daiam
penegakan hukum dan keadilan idealnya
harus menjadi kunci kebersihan jalannya
proses pengadilan. sesuai fungsi kepoiisian,
adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara dibidang pemeli-haraan keamanan
dan ketertiban masya-rakat, penegakan

UNISIA NO. 58/XXVni/IV/2005

hukum, periindungan. pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat (Kansildan
Kristine, 2003:129).Poilsl menjadi juru
selamat terhadap keberiangsungan
penegakan hukum ditengah masyarakat.
Demikian pula, perangkat-perangkat hukum
yang lain seperti jaksa dan hakim yang
dalam tugasnya mempunyai tanggungjawab
yang sama dalam penegakan hukum dan
keadilan. Dalam kaitan ini, unsur sumber
daya manusia sangat dituntut untuk memiliki
kapabiiitas dan kredibilitas yang handal
menjadi sesuatu yang mutiak Penegasan
ini sesuai dengan kode etik bahwa pada
hakikatnya segala sesuatu yang
berhubungan dengan peiaksanaan tugas
badan-badanpenegakhukum dan keadilan
tersebut baik/buruknya bergantung pada
manusia-manusia pelaksananya. In casu
para hakim, maka untuk itu perlulah dalam
undang-undang tentang Ketentuan-
Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman ini
dicantumkan syarat-syaratyang senantiasa
harus dipenuhi oleh seorang hakim yang
jujur, merdeka, berani mengambil keputusan
dan bebas dari pengaruh, balk dari dalam
maupun dari luar (Kansil dan Kristine,
2003:35).

Penegakan supremasi hukum sebagai
simbol penegakan keadilan mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap
kehidupan masyarakat, karenaapabila terjadi
sebaliknya, makaakanberakibat munculnya
ketidakpuasan masyarakatyangtidak hanya
dalam komunitas kecil tetapi juga dalam
komunitas yang besar, bahkan bisa terjadi
yang sifatnya nasional. Peristiwa lengsemya
Soehartoyangdidahuiul dengan aksidemo
daiam skala nasional adalah bukti nyata
ketidakpuasan masyarakat terhadap
periakuan Soeharto yang diniial sangat
diskriminatif dan sepihak. Praktik-praktik
KKN yangjeias-jeias kentaradinilai secara
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umum tBtapi masih saja bertengger dalam
kenyamanan sehingga semakin memupuk
kerriarahan massa sehingga meledaklah
bom waktu yang berakibat fatal.

Al Qur'anul Karim sebagi slmbol
keuniversalan ajaran sudah memberikan
rambu-rambu tentang pentingnya pene-
gakan keadilan dalam rangkan mewujudkan
supremasi hukum. In! seperti tersebut
dalam surat An Nisa ayat 65 yang
maksudnya bahwa "Maka demi Tuhanmu
mereka (pada hakikatnya ) tidak beriman
hingga mereka menjadlkan kamu hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tIdak merasa keberatan

dalam hati mereka terhadap putusan yang
kamu berikan dan mereka menerima dengan
sepenuhnya." Ayat Inl dllatar-belakangi
sehubungan dengan peristiwasebagaimana
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan
perawi-perawi lain, mereka menceritakan,
bahwa Zubair bin 'Awwam mengajukan
seorang laki-lakl dari kaum Anshar kepada
Rasulullah saw. dalam suatu persengketaan
tentang pembagian air untuk kebun kurma.
Rasulullah memberi putusan seraya berkata
kepada Zubair: "Airllah kebunmu itu iebih
dahulu kemudian airkanlah air itu kepada
tetanggamu". Maka laki-lakl itu berkata :
"Apakah karena dia anak bibimu ha!
Rasulullah?"Maka berobahlah muka

Rasulullah karena mendengar tentang
tuduhan Itu, berkata lag! (untuk menguatkan
putusannya) "Airllahhal Zubair, kebunmu Itu
sehingga air Itu meratalnya, kemudian
allrkanlah kepada kebun tetanggamu". Maka
turunkah ayat inl (Al Qur'an dan Tafslrnya,
jid .11,1991:218). Secara substansial pesan
ayat Inl sangat sarat dengan penegakan
prinsip-prinsipkeadilan yang harus dibangun
oleh slapapun yang terlibat dalam proses
peradilan dan Inllah yang menjadi kunci
terwujudnya supremasi hukum.
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ArtldjoAlkostar (2005:44) dalam tema
"Pemberantasan KorupsI dalam Pespektif
Penegakan Hukum" menyatakan, bahwa
kesaksian sejarah menunjukkan, bahwa
penegakan hukum tIdak pernah berproses
dl ruang hampa, tetapl senantiasa
berslnggungan dengan faktor-faktor lain.
Dengan demiklan, proses penegakan hukum
tIdak pernah steril dari hal-hal yang non
hukum. Habitat hukum tIdak pernah berada
dalam ruang yang vacum soslal, politik,
ekonomi dan budaya. Apalagl penegakan
hukum yang menyangkut perkara korupsi,
atau perkara-perkara lain yang bermuatan
polltik serta beberapa kasus hukum yang
"bertegangan tinggi" lainnya. Hukum juga
menyangkut hal yang bermuatan jurimetrics
atau the scientificinvestigationofiegalprob
lem. Dalam arti pula, proses penegakan
hukum selalu menuntut adanya skill dan
knowledge yang memadal dari para
penegak hukum. Dl samping Itu, adanya
moral yang balk dan mental yang prima
dalam dirl para penegak hukum menjadi
faktor determlnan untuk mencapal tujuan
makslmal dari penegakan hukum.

Peran Agama dalam
Pemberantasan Korupsi

Suara Muhammadlyah dalam rubrik
sajian utamanya antara lain menyebutkan
bahwa ada sebuah komentar yang menarik
atas penyeienggaraan acara peluncuran
buku Korupsi dalam Perspektif Agama-
agama (Panduan untuk Pemuka Umat) dl
kantor PP Muhammadlyah Yogyakarta pada
29 September 2004. Komentar tersebut
kurang leblh begini: dl gedung Inl para
pemuka lima agama asylk dan serlus
berblcara masalah korupsi dan cara-cara
penlndakannya. Semua peserta yang Ikut
acara tersebut juga dijamin bukan para
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pelaku korupsi. Sementara itu ditempat-
tempat lain atau digedung-gedung yang
lebih mewah, para koruptor juga sedang
sibuk menyiapkan rencana dan memba-
ngun jaringan untukmelakukan korupsi iagi.
Para koruptor yang diseret ke pengadiian
pun sedang negosiasi, tawar menawar harga
untuk menyuap jaksa dan hakim (Suara
Muhammadiyah, edisi 1-15 Des. 2004'.9).
Komentar ini sekilas terkasan sinis dan
peslmis, tetapi mempunyai logikayang tidak
bisadiremehkan.

Penggalan kalimat pendahuluan dalam
buku "Korupsi dalam Perspektif Agama-
Agama, Panduan untuk Pemuka Umaf
(Yunahar iiyas, dkk,2004:xil) menyatakan
bahwa, belajardari perjalananagama-agama
di indonesia yang daiam kurun waktu
panjang pada era Orde Baru diharapkan
memberi iandasan morai, spritual, dan etik
bagi pembangunan bangsa,temyata agama-
agama gagal menjalankan fungsinya sebagai
kekuatan moral itu. Dalam kajiannyatentang
kehidupan beragamadinegeri ini beberapa
waktu laiu , Eaka Darmaputeara.Ph.D.
menyebutkan adanya "pendangkalan
penghayatan agama" yanag ditandai dengan
kecenderunganagama mengeks-presikan
diri sebagai mitos, sebagai logos, dan
sebagai r/fus,bukan sebagai etos. Sejalan
denganpemikiran ini, dalam sorotannya atas
perilaku umat beragama- khususnya umat
Islam - DR. Kautsar Azharl Noer
membenarkan hal itu. Ditengah kebangkitan
agama- agama khususnya Islam di Indo
nesia, dengan ritualismeyang semarakdan
formalismenya, di sana sini terjadi
kemunduran akhiak.Yangdiuta-makan umat
hanya habi min Allah (hubungan vertikai
kepada Tuhan sendiri), beium habI min al-
nas (hubungan horisontal dengan sesama),
yang didengungkan baru amar ma'ruf
(ajakan kepada kebaikan),.beium nahi
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mmkar(larangan kemungkaran, alias kritik
sosial). Laiu bagaimana mengoptima[kan
peran agama sehingga berperan positif
terhadap upayapembe-rantasan korupsi?
Eka Darmaputera mengusulkan agar
agama-agama keluar dari kebekuan
dogmatisme dan kekeringan rltualismenya,
dan mulai menaruh perhatian yang serius
terhadap tantangan-tantangan etis. Itu berarti
agama-agama perlu mulai memperbanyak
ceramah-ceramah dan atau khotbah-
khotbahnyatentang masalah etis.

Kualisi antar umat beragamayang dalam
hal ini Tim Materi Khutbah mencoba untuk
melakukan upaya mora/forcedengan menyu-
sun bahan ceramah bagi para pendakwah/
pengkhutbah, yang mengupas aktualisasi nilal-
nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan
korupsi, yang menitik beratkan padaredifinisi
religiusitas interpretatif, sosial religiusitas,
korupsi sebagai dosa(karma), hukum korupsi,
korupsi dalam tinjauan akhlak/moral, kisah-
klsah teladan, pemberantasan korupsi,
perubahan pola pikir, akibat-akibat korupsi,
pembentukan sistem yang anti korupsi, sanksi
bagi pelaku korupsi, pengetaahuan terkini
tentang pengawasan kaitannya dengan isu-
isu korupsi, dankeberanian dalam khuttjah anti.
korupsi yang diimplementaslkan padasetiap
kegiatan pengajian dankebaktian keagamaan
yang diselenggarakan di rumah-rumah ibadah
serta pertemuan-pertemuan keagamaan
lainnya..

Cupiikan perlstiwa penting yang
diklsahkan Hary Susanto, Si.(2004:19-20)
daiam tema "Konflik Suara Hat! dalam
Tindakan Korupsi", diambil dari peristiwa
penghianatan seorang rasui Yesus yang
bernamaYudas Iskariot:

"Kemudian pergilah seorangdari kedua
belas murid itu,yang bernama Yudas
Iskariot, kepada imam-imam kepala. la
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berkata: Apa yang hendak kamu
berikan kepadaku, supaya aku
menyerahkan Dia kepadamu?" Mereka
membayar tiga puluh uang perak
kepadanya.Dan mulai saat itu ia
mencarl kesempatan yang batk untuk
menyerahkan Yesus (Mat 26:14-16; cf
Mrk14:10-11;'Luk22:3-6)".
'Yudas Iskariot sudah merencanakan
untuk menjual gurunyasendirl. Motivasi
yang ada di dalam benaknya iaiah:
uang. Yudas memang sebagai
pemegang kas darl para rasul Yesus.
Tetapldijelaskanpula dalam injil bahwa
Yudas adalahseorang pencuri. lakerap
kail mengambil uang darl kas untuk
kepentingan sendiri".
'Tetapi Yudas Iskariot, seorang darl
murid-murid Yesus, yang akan segera
menyerahkan Dia,berkata: "Mengapa
minyak narwastu In! tidak dijual tiga
ratus dinar dan uangnya diberikan
kepada orang-orang miskin?"Hal itu
dikatakannya bukan karena ia
memperhatikan nasib orang miskin
melalnkan karena ia adalah seorang
pencuri; lasering mengambil uang yang
disimpan dalamkas yang dipegangnya
(Yoh 12:4-6)".
Namun, setelah Yesus benar-benar

ditangkap, kemudlan diadlli dan dihukum
mati, Yudas menyesal. Nuraninya mulai
bersuara bahwa yang dia perbuat itujahat.
Diadikejar oleh nuraninya sendiri. Maka dia
berusaha untuk menarik kemball apa yang
sudah diperbuatnya. Dia mengembalikan
uang yang sudah diterimanya supaya
gurunya bisa dibebaskan kembali. Tetapi
para imam tidak mau menerimanya. Yudas
melemparkan uangitu dan kemudlan dengan
putus asa dia pergi menggantung dirl.

Kisah dibalik peristiwa tersebut
menunjukkan sosok manusia yang
meskipun perbuatanya tidak terpuji tetapi
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dia termasuk orang jujur dengan
perbuatannya dan mencoba untuk
memulihkan kembali ke jalan yang benar,
meskipun akhirnya dia harus melakukan
pengorbanan terhadap dirinya sendiri.

NahdIatuI Ulama sebagai salah satu
ormas terbesar di Indonesia dalam buku
"SolusiProblematikaAktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes
NahdIatuI Ulama(1926-1999) dalam tema
"Syariat Islam tentangStatus uang Negara,
Acuan Moral unutk Menegakkan Keadilan
dan Mencegah Penyalah Gunaan
Wewenang (KKN) (2005:656) antara lain
menyatakan bahwa : Indonesia adalah
negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia. Kehidupan beragam padatataran
ritual dengan segaiasaranadanprasaranaya
seperti masjid, majlls-majlis ta'lim,
madrasah dan perayaan-perayaanharibesar
dan upacarakeagamaan Islam, menunjukan
tingkatperkembangan yang sangat pesat.
Demiklan pula jama'ah haji Indonesia
tercatat yang terbesar di antara negara-
negara Islam dlduniadibayardengan biaya
perjalanan yang relatif paling mahal.

Namun demian, realitas sosial dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
rata-rata menunjukkan prestasi yang secara
keseluruhan sangat mengece-wakan.
Semarak kehidupan beragama seperti
disebut di atas terbukti sama sekali tidak
punya korelasipositif terhadap peningkatan
kualitas akhlak dan moralltas umat dalam
hidup bermasyarakat-berbangsa dan
bernegara.

Dalam bidang pengelolaan pemba-
ngunan dan sumber daya juga terjadi ha!
yang tidak kalah buruknya. Disamping salah
urus dan inefislensi dengan tingkatrata-rata
30% dl hampir semua sektor, Indonesia
masih terus mendudukiperingkat teratas dl
Asia dan ketiga dl dunia dalam bidang
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korupsi. Runtuhnya rezim orde baru yang
telahdibangundengan biaya material, sosial
maupun kemanusiaan yang sangat mahal
dengan penjagaan yang ekstra ketatselama
lebih 30 tahun oleh seluruh kekuatan tentara,
birokrasi hanya terjadi karena rontoknya
legitimasi rakyat akibat demoralisasi dalam
praktik korupsi para pejabat negara yang
sungguh sangat luar blasa.

Ungkapan paradoksal "korupsi telah
mengakar kuat pada budaya Bangsa Indo
nesia" sejak lama telah tidak mampu
menggugah kesadaran IronIs umat dan
pemimplnnyayang kesemuanya adalah or-
ang-orang yang justru mengaku taat
beragama. Dang negara yang pada
hakekatnya bersumber dari keringat rakyat
dan dari pengelolaan alam dan bumi Allah
di mata penguasa tidak lebihdari"harta tak
bertuan" atau bahkan "harta mereka sendiri"
semata-mata karena mereka adalah pihak
yang merasa berhak mengatasnamakan
"negara".

Penutup

Maraknya kasus dan perbincangan
korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang
unik. Disatu sisi Indonesia terkena! sebagai
bangsa yang kaya akan budaya dan adat
istiadat dan menjunjung tingginorma-norma
dan moral agama. Di sisi lain praktek-
praktekpenyimpangan yang mengorbankan
kepentingan negara dan agama dalam
praktek korupsi terjadi dimana-mana.

Pemahaman agama menjadi tidak
berarti manakala tidak dibarengi dengan
penyadaran dan pengamalan terhadap
ajaran yang dianutnya sehingga, istilah
dikhotomi tidak saja pada dataran ilmu
agama dan bukan agama, juga dalam
persoalan agama antara ritual dan moral.
Para penganut agama merasa teraganggu
apabila tidak melakukan shalat Jum'at atau
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tidak datang ke Gereja pada hari minggu,
tetapi tidak merasa terganggu seandainya
dia melakukan korupsi yang justru tingkat
resikonya tidak sekedar agama tetapi juga
negara yang banyak mengakses kepen
tingan rakyat banyak. Oleh karena ituupaya
pemberantasan korupsi harus ada
perpaduan dan penyatuankehendakseluruh
komponen termasuk penganut agama.

Keberadaan perangkat hukum
mempunyal peran sangat penting dalam
upaya pemberantasan korupsi, tetapi ini
tidak akan jalan manakala moral perangkat
hukum tidak mencerminkan dirinya sebagai
pemegang amanah. Untukmewujudkannya
diperlukan kontrol secara timba!balikagar
tidak terjadi penilaian sepihak.9
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